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RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu didasarkan pada Surat Gubernur
Bengkulu Nomor 000.8.5/1253/B.5/2023 Tanggal 1 November 2023 Hal Pemisahan
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu, serta dikeluarkannya Surat
Kementerian Dalam Negeri Republik Indosesia Nomor 100.2.2.6/8303/OTDA Tanggal
30 November 2023 Hal Rekomendasi Penataan Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu
dberdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 Tanggal 19 Juni 2016
tentang perangkat Daerah Sedangkan pembentukan susunan perangkat daerah diatur
dalam Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas peraturan
daerah nomor 8 Tahun 2016 tanggal 22 Juli 2024 tentang pembentukan dan susunan
perangkat daerah Provinsi Bnegkulu dan Peraturan Gubernur nomor 21 Tahun 2024
tanggal 21 Desember tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Bengkulu Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari
pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis 2025-2029
dan Rencana Kerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun
2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini merupakan
kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap
kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu merupakan
hasil kinerja Tahun 2025 atau Tahun Pertama dalam pencapaian tujuan dan sasaran
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029,
disamping menyajikan faktor-faktor yang menjadi kendala dan hambatan dalam
bidaang pengelolaan pendapatan daerah.

Keberhasilan yang telah dicapai di bidang pendapatan ini tentunya bukan hanya
keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu semata, tetapi
menggambarkan keberhasilan seluruh lembaga Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu,
dukungan berbagai pihak terkait, dukungaan dunia usaha serta partisipasi masyarakat
secara umum. Mewujudkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pajak
daerah merupakan komitmen Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.

Secara umum pencapaian strategi melalui indikator-indikator sasaran
menunjukkan keberhasilan dalam mencapai misi dan tujuan sebagaimana yang



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa, penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu
Tahun 2025 dapat diselesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bengkulu
Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029
dan Rencana Kerja Tahun 2025 yang dipertegas melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada hakekatnya merupakan merupakan
bentuk komitmen Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu dalam
mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana
yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan
Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu akan berupaya memperbaiki
kekurangan dan bekerja lebih baik lagi serta mengembangkan inovasi sehingga dimasa
mendatang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.
Semoga Laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan untuk melakukan evaluasi
kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu sehingga mampu mencapai
tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk mendukung
terwujudnya good government dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2026
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI BENGKULU

H HADIANTO, S.E..M.M.,M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP.197301241993031001
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Pembentukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bengkulu
didasarkan pada Surat Gubernur Bengkulu Nomor 000.8.5/1253/B.5/2023 Tanggal
1 November 2023 Hal Pemisahan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi
Bengkulu, serta dikeluarkannya Surat Kementerian Dalam Negeri Republik
Indosesia Nomor 100.2.2.6/8303/OTDA Tanggal 30 November 2023 Hal
Rekomendasi Penataan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi Bengkulu. Sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang vital,
Bapenda berfungsi sebagai "jantung" pendanaan pembangunan di Provinsi
Bengkulu. Landasan pembentukan organisasi tersebut:
1. Landasan Yuridis (Hukum)

Secara struktural, pembentukan Bapenda Provinsi Bengkulu merupakan amanat

dari regulasi nasional yang mengatur tata kelola pemerintahan daerah:

» Undang-Undang No. 23 Tahun 2014: Tentang Pemerintahan Daerah, yang
memberikan kewenangan penuh bagi provinsi untuk mengelola sumber daya
keuangannya sendiri.

» Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016: Tentang Perangkat Daerah, yang
mewajibkan pemisahan fungsi perencanaan pembangunan dan fungsi
pengelolaan pendapatan guna meningkatkan spesialisasi dan kinerja.

» Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu: Secara spesifik diatur dalam
Perda mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Bengkulu yang menjadi dasar operasional lembaga ini.

2. Kemandirian Fiskal (Filosofis)
Filosofi utama pembentukan Bapenda adalah mengurangi  ketergantungan
terhadap dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Provinsi Bengkulu
menyadari bahwa untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan
kesejahteraan masyarakat, daerah harus memiliki mesin pemungut pajak dan

retribusi yang profesional, transparan, dan akuntabel.
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